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Adanya kegalauan dan keresahan dari pengelola keuangan negara atas kondisi 
ketidakpastian hukum akibat duplikasi kewenangan antara APIP dan Penyidik dalam 
penanganan korupsi yang disebabkan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan 
kerugian keuangan negara, perlu mendapat penegasan batasan yurisdiksi antara APIP 
dan Penyidik. Melalui tulisan ini dilakukan penelitian hukum normatif dengan 
menggunakan metode studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, korelasi kewenangan APIP dan Penyidik sangat 
erat. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada 
APIP untuk memeriksa dan menilai ada tidaknya unsur “penyalahgunaan wewenang” 
oleh pejabat pemerintahan. Di sisi lain, Penyidik berwenang untuk melakukan 
penyidikan terhadap perkara korupsi yang disebabkan oleh adanya unsur 
“penyalahgunaan wewenang” yang menimbulkan kerugian negara. Seharusnya hasil 
pemeriksaan APIP menjadi dasar Penyidik melakukan penyidikan, karena kewenangan 
Penyidik dependen kepada hasil pelaksanaan kewenangan APIP dan Hukum pidana 
bersifat ultimum remedium terhadap hukum administrasi. Namun adanya antinomi 
normen antara Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang PTPK 
mengakibatkan duplikasi kewenangan APIP dan Penyidik sehingga berjalan sendiri-
sendiri. Agar tercipta sinergitas APIP dan Penyidik maka perlu adanya judicial review 
atau legislative review terhadap Undang-Undang PTPK. 
Keywords: APIP, Penyidik, Korupsi, Ultimum Remedium. 
ABSTRACT 
 
The existence of riots and unrest of state finance managers about the condition Legal 
uncertainty due to dual powers between APIP and the investigators within Dealing with 
corruption through improper use of authority Loss of public finances must be confirmed 
with jurisdiction restrictions between APIP and investigators. Through this paper, 
normative legal research became involved Use of the literature study method for 
primary legal materials and legal materials secondary Based on the results of the study, 
the correlation of the authority of APIP and Investigator is very close. The Government 
Administration Act authorizes the APIP to examine and assess whether or not there is 
an element of "official abuse" by government officials. On the other hand, the 
investigator is empowered to investigate corruption cases caused by the element of 
"abuse of office" that causes state losses. The result of the investigation of APIP should 
form the basis for carrying out an investigation, as the authority of the investigator 
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depends on the results of the exercise of the powers of the APIP and the criminal law is 
the last appeal against the administrative law However, the existence of a normative 
aria between the Government Administration Act and the PTPK Act has resulted in a 
doubling of the powers of APIP and the investigator, so that it can be operated 
independently. To create the synergy between APIP and the Investigator, a judicial 
review or review of the PTPK Act is required. 
 




Di Indonesia, korupsi adalah 
penyakit kronis hampir tanpa obat, 
menyelusup di segala segi kehidupan 
dan tampak sebagai pencitraan budaya 
buruk Indonesia. 1  Sekalipun sudah 
banyak kebijakan dan pembentukan 
lembaga untuk pemberantasan korupsi, 
namun tindak pidana korupsi di 
Indonesia hingga hari ini masih 
merupakan salah satu jenis kejahatan 
yang paling sulit diberantas. 2  Seiring 
dengan itu, tuntutan masyarakat untuk 
memberantas korupsi dan bentuk 
penyimpangan lainnya semakin 
meningkat, karena dalam kenyataannya 
perbuatan korupsi telah meluas di semua 
1  Pujiyono, 2007, Teori Reintegrative 
Shaming Sebuah Pendekatan Alternatif dalam 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam 
Pujiyono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum 
Pidana, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 18. 
2  R. Ernanto Soedarno, 2006, Politik 
Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, 
dalam Ikatan Alumni Universitas Airlangga 
Fakultas Hukum, 2006, Penegakan Hukum di 
Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, 
Jakarta,Hlm. 149. 
bidang kehidupan berbangsa dan 
bernegara, sehingga digolongkan 
sebagai kejahatan yang bersifat extra 
ordinary crime yang menimbulkan 
kerugian negara sangat besar dan pada 
gilirannya berdampak menyengsarakan 
kehidupan masyarakat dan kelangsungan 
kehidupan berbangsa dan bernegara.3 
 
Sebenarnya sumber terjadinya 
korupsi ada di lingkungan birokrasi, oleh 
karena itu, reformasi birokrasi 
merupakan prasyarat dan upaya yang 
achievable untuk membangun good 
governance, karena pemerintahan yang 
bersih dapat dimaknai sebagai 
pemerintahan yang bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan salah 
satu wujud KKN adalah korupsi. Atas 
dasar itu, pada tanggal 17 Oktober 2014 
pembentuk undang-undang telah 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 
3 Pengurus Pusat Ikahi, 2016, Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan dalam Upaya 
Pemberantasan Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 
Hlm. 1. 
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Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Undang-Undang 
Administrasi Pemerintahan), yang 
berfungsi sebagai salah satu elemen 
terpenting dalam reformasi birokrasi dan 
merupakan instrumen hukum 
penyelenggaraan pemerintahan agar 
bersih dari tindakan KKN sehingga 
mendorong percepatan pemberantasan 
korupsi.4 
Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan mengatur upaya 
pencegahan tindakan penyalahgunaan 
wewenang (detournement de pouvoir), 
baik penyalahgunaan wewenang 
(detournement de pouvoir) yang bersifat 
administratif belaka maupun 
penyalahgunaan wewenang 
(detournement de pouvoir) yang 
menimbulkan kerugian keuangan 
negara. Upaya pencegahan tersebut 
dilakukan melalui audit/pengawasan oleh 
Aparatur Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP). Jika dalam penyalahgunaan 
wewenang tersebut terdapat kerugian 
keuangan negara, maka badan atau 
pejabat yang melakukannya harus 
segera mengembalikan kerugian negara 
tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari 
sejak ditemukannya kerugian keuangan 
4 Ibid, Hlm. 2 
negara tersebut. Artinya, peran APIP 
sangat penting dan strategis dalam 
mencegah dan menanggulangi terjadinya 
korupsi yang berujung pada kerugian 
keuangan negara. Rasionya jika APIP 
sudah melaksanakan tugas dan 
fungsinya dan kerugian keuangan negara 
sudah dikembalikan, maka badan atau 
pejabat yang melakukan 
penyalahgunaan wewenang 
(detournement de pouvoir) tidak dapat 
lagi diproses secara pidana. 
Ironisnya dalam tataran praktis, 
hasil audit APIP tersebut sering 
dikesampingkan oleh Penyidik. Banyak 
laporan-laporan indikasi korupsi dari 
masyarakat (perseorangan maupun 
Ormas/LSM) yang langsung 
ditindaklanjuti oleh Penyidik tanpa 
memperhatikan hasil audit APIP, namun 
langsung menetapkan badan atau 
pejabat yang melakukan 
penyalahgunaan wewenang 
(detournement de pouvoir) sebagai 
tersangka korupsi berdasarkan hasil 
audit khusus yang dilakukan Penyidik. 
Padahal hasil audit keuangan dari APIP 
baik Inspektorat maupun Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) sebelumnya menyatakan tidak 
ada kerugian keuangan negara. Bahkan                                                           
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ada beberapa kasus yang terdapat 
kerugian keuangan negara, namun 
kerugian tersebut sudah lebih dulu 
dikembalikan kepada negara tapi oleh 
Penyidik tetap saja diproses secara 
pidana. Alasan Penyidik tetap 
memproses perkara tersebut yaitu 
berpegang pada ketentuan Pasal 4 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Undang-Undang PTPK) yang 
berbunyi “Pengembalian kerugian 
keuangan negara atau perekonomian 
negara tidak menghapuskan dipidananya 
pelaku tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. 
Permasalahan tersebut menunjukan 
tidak adanya sinergitas penanganan 
korupsi antara APIP dan Penyidik. 
Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, 
dimana terjadi duplikasi kewenangan 
yang menimbulkan kesan arogansi dan 
ego sektoral oleh lembaga Penyidikan. 
Kondisi tersebut membuat kegalauan di 
kalangan pejabat pemerintahan karena 
tidak adanya jaminan kepastian hukum. 
Akibatnya banyak pejabat pemerintahan 
yang ditunjuk sebagai pengelola 
keuangan negara seperti Pengguna 
Anggaran (PA), Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK), dan 
Bendahara merasa resah dan khawatir 
terhadap kriminalisasi oleh Penyidik 
sehingga mengundurkan diri dari 
jabatannya. Hal ini jelas berdampak 
buruk bagi penyelenggaraan 
pemerintahan dan program 
pembangunan. 
Kriminalisasi yang terjadi terhadap 
kebijakan-kebijakan publik, dapat 
menimbulkan berbagai ketidakpastian 
hukum, bahkan dalam konteks yang 
lebih luas dapat merusak hukum itu 
sendiri karena telah mensuperiorkan 
aspek hukum pidana dan menegasi 
fungsi dan peran yang seharusnya 
dijalankan oleh aspek/domain hukum 
lain seperti hukum perdata dan 
administrasi negara dan segmen hukum 
lain yang ada. 5 Oleh karena itu, untuk 
menghindari kriminalisasi, maka perlu 
adanya pemahaman yang sama tentang 
kewenangan masing-masing antara APIP 
dan Penyidik agar tidak menimbulkan 
duplikasi dan sikap arogansi kewenangan 
secara sektoral agar pemberantasan 
5  Moch. Iqbal, 2014, Kriminalisasi 
Kebijakan Pejabat Publik, Puslitbang Hukum dan 
Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil 
Mahkamah Agung R.I., Jakarta, Hlm. 103. 
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korupsi di Indonesia dapat berjalan 
dengan menjunjung tinggi kepastian 
hukum (rechtmatigheids) dan 
kemanfaatan hukum (doelmatigheids) 
serta memberikan rasa nyaman bagi 
penyelenggara negara dalam 
melaksanakan fungsi dan tugasnya. 
 
Metode Penelitian 
Metode penelitian hukum ini adalah 
metode penelitian hukum normatif, yaitu 
dengan cara meneliti data sekunder 
dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui studi pustaka 
terhadap bahan-bahan hukum primer 
yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan. Selain itu studi pustaka juga 
dilakukan terhadap bahan hukum 
sekunder yang terdiri dari buku-buku, 
jurnal-jurnal, majalah-majalah ilmiah dan 
artikel-artikel yang diolah dengan cara 
mengelompokkan bahan-bahan hukum 
tersebut kemudian diuji secara 
triangulasi. Bahan-bahan hukum tersebut 
kemudian dianalisis menggunakan teknik 
analisis yuridis normatif melalui metode 
interpretasi dan konstruksi hukum agar 
dapat memberikan penjelasan-
penjelasan terhadap objek penelitian dan 
memberikan kontribusi berupa jawaban 
terhadap permasalahan dari objek 
penelitian. Adapun sifat penelitian ini 
yaitu bersifat deskriptif dengan 
menggambarkan suatu keadaan, gejala 
dan kondisi-kondisi tertentu yang 
menjadi objek penelitian. 
 
PEMBAHASAN 
Instrumen hukum yang utama 
untuk mewujudkan pemerintahan yang 
bersih adalah hukum administrasi. 
Dengan demikian, peran hukum 
administrasilah yang diharapkan untuk 
mencegah korupsi, karena korupsi 
berkaitan dengan penggunaan 
wewenang. Oleh karena itu, pemahaman 
akan hukum administrasi dan 
pembangunan hukum administrasi 
mutlak diperlukan. Kenyataan 
menunjukkan saat ini pemahaman 
hukum administrasi masih sangat minim 
dan bahkan banyak yang salah 
mengartikan hukum administrasi. 
Demikian juga pembangunan hukum 
administrasi nampaknya tidak sistematis 
dan tidak fundamental. Penanganan 
tindak pidana korupsi masih lebih fokus 
pada aspek hukum pidana, dan sedikit 
sekali perhatian terhadap hukum 
administrasi.6 
6 Philipus M. Hadjon, dkk, 2012, Hukum 
Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah 
Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. Kata 
Pengantar. 
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Hukum administrasi menempati 
posisi dominan dalam penanganan 
tindak pidana korupsi, baik preventif 
berupa pencegahan tindak pidana 
korupsi maupun represif yaitu 
penanganan/penindakan tindak pidana 
korupsi. Dari sisi preventif, hukum 
administrasi merupakan instrumen 
hukum utama berkaitan dengan tiga 
dimensi hukum administrasi yaitu norma 
“untuk”, “oleh”, dan “terhadap” 
pemerintah. Dari sisi represif, hukum 
administrasi sangat dominan karena 
tindak pidana korupsi hanya mungkin 
terjadi dalam konteks kerugian keuangan 
negara yang diakibatkan oleh 
maladministrasi dalam penggunaan 
wewenang. Bentuk maladministrasi yang 
paling utama adalah penyalahgunaan 
wewenang (detournement de pouvoir).7 
 
Akar permasalahan mulai timbul 
dari tindakan penyalahgunaan 
wewenang (detournement de pouvoir) 
yang masuk dalam ranah hukum 
administrasi yang pengawasannya 
dilakukan oleh APIP dan pengujiannya 
dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha 
Negara (Peratun) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan, 
7 Ibid, Hlm. 2. 
sedangkan di sisi lain penyalahgunaan 
wewenang (detournement de pouvoir) 
merupakan salah satu unsur tindak 
pidana korupsi yang masuk dalam ranah 
hukum pidana dan menjadi domain 
kewenangan Penyidik sebagaimana 
diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 
PTPK. Inilah yang menjadi akar 
permasalahan dari ketidak-sinergi-an 
antara APIP dan Penyidik, karena 
tindakan penyalahgunaan wewenang 
(detournement de pouvoir) berdiri dalam 
dua ranah hukum, yaitu hukum 
administrasi dan hukum pidana. 
Terhadap issue dan permasalahan 
tersebut di atas, kita percaya pembuat 
undang-undang telah melakukan 
harmonisasi atas eksistensi dari dua 
ketentuan tersebut di atas. Namun 
sangat dimungkinkan akan adanya 
potensi antinomi normen dalam tataran 
implementasinya. Keadaan tersebut akan 
menyebabkan adanya kontra produktif 
dalam penegakan hukum pemberantasan 
tindak pidana korupsi.8 
Menurut Romli Atmasasmita dalam 
O.C. Kaligis, Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (disebut Undang-Undang 
8 Pengurus Pusat Ikahi, 2016, 
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan..., 
Op.Cit., Hlm. 13. 
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Administrasi Pemerintahan) dan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor Tahun 2001 
tentang Tindak Pidana Korupsi (disebut 
Undang-Undang PTPK) merupakan 
peraturan perundang-undangan yang 
mengatur sistem reformasi birokrasi. 
Bedanya Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan lebih menitikberatkan 
pada pembangunan sistem administrasi 
pemerintahan yang baik dan benar, 
sedangkan Undang-Undang PTPK lebih 
menitikberatkan pada sistem penindakan 
represif. Tujuan kedua undang-undang 
tersebut berbeda secara nyata, yaitu 
tujuan Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan menciptakan kepastian 
hukum dan mencegah terjadinya 
penyalahgunaan wewenang. Tujuan 
utama Undang-Undang PTPK adalah 
menyelamatkan / mengembalikan 
kerugian keuangan negara dari pada 
efek penjeraan.9 
Keterkaitan erat antara Undang-
Undang PTPK dan Undang-Undang 
Administrasi Pemerintahan yang lainnya 
adalah masuknya unsur penyalahgunaan 
9 O.C. Kaligis, 2015, Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi dalam Tugas 
Kedinasan (Pasca UU No. 30 Tahun 2014), 
Alumni, Bandung, Hlm. 90-91. 
 
wewenang (detournement de pouvoir) 
dalam kedua undang-undang tersebut 
yang berada dalam ranah hukum yang 
berbeda, di mana Undang-Undang PTPK 
masuk dalam ranah hukum pidana dan 
Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan masuk dalam ranah 
hukum administrasi, sehingga masalah 
pengertian/definisi “penyalahgunaan 
wewenang” (detournement de pouvoir) 
harus diselesaikan dalam satu persepsi 
yang sama. Karena tindakan 
penyalahgunaan wewenang ini 
merupakan salah satu unsur tindak 
pidana korupsi, maka konsekuensinya 
jika unsur penyalahgunaan wewenang ini 
tidak terbukti, maka terhadap pejabat 
atau penyelenggara negara yang diduga 
melakukan tindak pidana korupsi, harus 
dibebaskan dari segala tuntutan hukum. 
Makna penyalahgunaan wewenang 
sejak Peraturan Penguasa Militer Tahun 
1957 hingga Undang-Undang PTPK, 
tidak pernah diberikan pengertian yang 
memadai. Untuk memecahkan persoalan 
ini, tidak salah bila menggunakan teori 
otonomi dari hukum pidana materiel (de 
autonomie van het matriele straftrecht) 
oleh H. A. Demeersemen.10Teori ini pada 
10  Mahrus Ali, 2013, Asas, Teori, & 
Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, 
Yogyakarta, Hlm. 113. 
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intinya mempertanyakan apakah ada 
harmoni dan disharmoni antara 
pengertian yang sama antara hukum 
pidana, khususnya dengan hukum 
perdata dan hukum tata usaha negara 
(hukum administrasi negara), sebagai 
suatu cabang hukum lainnya. Di sini 
akan diupayakan keterkaitan pengertian 
yang sama bunyinya antara cabang ilmu 
hukum pidana dengan cabang ilmu 
hukum lainnya.11 
 
Dalam konteks ini, apabila 
pengertian “penyalahgunaan wewenang” 
tidak ditemukan eksplisitasnya dalam 
hukum pidana, maka hukum pidana 
dapat mempergunakan pengertian dan 
kata yang sama yang terdapat atau 
berasal dari cabang hukum lainnya. 
Karena selama ini hukum pidana tidak 
memberikan pengertian mengenai 
penyalahgunaan wewenang, dan 
pengertian tersebut hanya ditemukan 
dalam hukum administrasi negara, maka 
dengan sendirinya pengertian tersebut 
mengacu pada pengertian dalam hukum 
administrasi negara. 12  Oleh karena itu, 
pengujian unsur penyalahgunaan 
wewenang juga harus mengacu pada 
11 Indriyanto Seno Adji, 2009, Korupsi 
Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, 
Diadit Media, Jakarta, Hlm. 426 
12  Mahrus Ali, 2013, Asas, Teori, & 
Praktek..., Op.Cit., Hlm. 114. 
pengujian yang dilakukan menurut 
prosedur hukum administrasi. 
 
Mengacu pada pendapat Romli 
Atmasasmita dan teori otonomi dalam 
hukum pidana (de autonomie van het 
metriele straftrecht) tersebut tersebut di 
atas, korelasi antara Undang-Undang 
Administrasi Pemerintahan dengan 
Undang-Undang PTPK sangat erat dan 
memiliki sinergitas dan alur pikir yang 
simetris antara keduanya, karena salah 
satu unsur tindak pidana korupsi adalah 
penyalahgunaan wewenang 
(detournement de pouvoir). Di sinilah 
terjadi korelasi kewenangan antara APIP 
dan Penyidik. APIP diberi wewenang oleh 
hukum administrasi, sedangkan Penyidik 
diberi wewenang oleh hukum pidana. 
 
Lebih jelas dapat dilihat secara 
normatif pada ketentuan Pasal 20 
Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan mengatur secara tegas 
bahwa, “Pengawasan terhadap larangan 
penyalahgunaan wewenang dilakukan 
oleh Aparatur Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP). Hasil pengawasan 
APIP berupa: a. tidak terdapat 
kesalahan; b. Terdapat kesalahan 
administratif; c. Terdapat kesalahan 
administratif yang menimbulkan 
kerugian negara. Jika hasil pengawasan 
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APIP terdapat kesalahan administratif, 
maka APIP memerintahkan kepada 
badan atau pejabat yang bersangkutan 
menyempurnakan administrasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Jika hasil pengawasan APIP 
terdapat kesalahan administratif yang 
menimbulkan kerugian negara, maka 
dilakukan pengembalian kerugian negara 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 
terhitung sejak diputuskan dan 
diterbitkannya hasil pengawasan”. 
 
Secara tidak langsung ketentuan 
tersebut berdasarkan asas lex superiore 
derogat lege inferiore dan asas lex 
posteriore derogat lege apriore telah 
menganulir ketentuan Pasal 3 ayat (3) 
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan 
Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan yang mengatur 
“tindak lanjut atas rekomendasi laporan 
hasil pemeriksaan BPK paling lama 60 
(enam puluh) hari setelah laporan hasil 
pemeriksaan”. 13  Jelaslah Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan 
13 Ade Kosasih, 2017, Dinamika Hukum 
Administrasi Indonesia: Mengenal Konstruksi 
Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan, Vanda, Bengkulu, 
Hlm. 39. 
sangat tegas mengatur pengembalian 
kerugian keuangan negara melalui 
pelaksanaan fungsi APIP. 
Terhadap hasil audit APIP tersebut, 
badan atau pejabat pemerintahan yang 
bersangkutan berhak mengajukan 
permohonan kepada Peradilan Tata 
Usaha Negara (Peratun) dalam hal ini 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
untuk menguji ada atau tidak ada unsur 
penyalahgunaan wewenang dalam 
keputusan dan/atau tindakan. Dalam 
perkembangannya, Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 4 Tahun 2015 telah 
memberikan batasan lagi di dalam Pasal 
2 ayat (1) yaitu “Pengadilan (PTUN) 
berwenang menerima, memeriksa, dan 
memutus permohonan penilaian ada 
atau tidak ada penyalahgunaan 
wewenang dalam keputusan dan atau 
tindakan pejabat pemerintah sebelum 
adanya proses pidana”. 14  Jika tidak 
diterima oleh yang berwenang (PTUN), 
maka kebijakan berdasarkan 
detournement de pouvoir itu adalah 
ilegal dan iligitimate.15 Dengan demikian, 
paling lama 10 (sepuluh) hari badan atau 
14  Tri Cahya Indra Permana, 2016, 
Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan 
Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Genta 
Publishing, Yogyakarta, Hlm. 58. 
15  Willy D.S. Voll, 2014, Dasar-Dasar 
Ilmu Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, 
Jakarta, Hlm. 146. 
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pejabat yang bersangkutan harus segera 
mengembalikan kerugian keuangan 
negara. Selanjutnya dengan mengacu 
pada Peraturan Mahkamah Agung 
tersebut, maka setelah waktu 10 
(sepuluh) hari itu berlalu dan perintah 
pengembalian kerugian keuangan negara 
tidak ditindaklanjuti, maka disinilah 
instrumen hukum pidana baru dapat 
digunakan oleh Penyidik. 
Sejalan dengan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 
tersebut, Zudan Arif Fakrulloh 
sebagaimana dikutip Tri Cahya Permana 
mengatakan, dalam hal Putusan PTUN 
yang telah berkekuatan hukum tetap 
menyatakan tidak ada penyalahgunaan 
wewenang, maka pejabat tersebut tidak 
dapat diperiksa dalam konteks hukum 
pidana, perdata, maupun administrasi. 
Sedangkan apabila Hakim PTUN dalam 
putusannya menyatakan pejabat 
tersebut terbukti menyalahgunakan 
wewenang, maka terbukalah pintu bagi 
aparat penegak hukum untuk membawa 
ke ranah pidana maupun ke ranah 
hukum lainnya. 16  Penggunaan sanksi 
pidana pun perlu memperhatikan asas 
proporsionalitas dan asas subsidiaritas, 
yaitu adanya keseimbangan antara 
16  Tri Cahya Indra Permana, 2016, 
Catatan Kritis..., Loc. Cit. 
kerugian negara dengan batas-batas 
yang diberikan oleh asas toleransi 
dengan reaksi atau sanksi pidana, 
termasuk kepentingan hukum yang 
dilanggar pelaku. 17  Dengan kata lain 
apabila kesalahan administratif akibat 
penyalahgunaan wewenang sudah 
diperbaiki dan kerugian negara telah 
dikembalikan dalam jangka waktu 10 
(sepuluh) hari sejak Putusan PTUN 
tersebut, maka upaya hukum pidana pun 
sudah tertutup dan tidak dapat 
digunakan lagi. Tegasnya, penggunaan 
hukum pidana berlaku ultimum 
remedium terhadap hukum Administrasi. 
 
Bertolak dari pemahaman tersebut, 
D. Andhi Nurwanto menawarkan konsep 
yang disebut sebagai asas kekhususan 
sistematis bersyarat (voorwardelijke 
systematische spesialitiet beginsel). Asas 
kekhususan sistematis bersyarat bertolak 
dari fungsi ultimum remedium terhadap 
penggunaan hukum pidana, khususnya 
dalam mengantisipasi pelanggaran-
pelanggaran hukum di bidang 
administrasi. Penggunaan hukum pidana 
dilakukan apabila tindakan-tindakan 
administrasi, ternyata tidak cukup 
mampu untuk memulihkan kepada 
17  Mardjono Reksodiputro, 2002, 
Meninjau RUU tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dalam Konteks Perlindungan HAM, 
dalam Jurnal Keadilan Vol. 2, No. 2, Hlm. 15 
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keadaan semula sebelum adanya suatu 
pelanggaran. 18  Pendapat tersebut 
sejalan dengan pendapat-pendapat 
sebelumnya, yaitu intinya jika kerugian 
keuangan negara tersebut sudah 
dikembalikan melalui prosedur hukum 
administrasi, itu berarti kerugian 
keuangan negara sudah dipulihkan 
seperti keadaan semula, maka tidak 
dibutuhkan lagi instrumen hukum 
pidana, artinya badan atau pejabat yang 
melakukan penyalahgunaan wewenang 
tersebut tidak dapat lagi dituntut secara 
pidana. 
Kehadiran Undang-Undang 
Administrasi Pemerintahan ini kembali 
mempertegas karakteristik tindak pidana 
korupsi sebagai tindak pidana materil 
yaitu tindak pidana yang dilihat dari segi 
“akibat” yang ditimbulkan dari tindak 
pidana bukan tindak pidana formil yang 
dilihat dari segi “perbuatannya”. 
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi 
melalui Putusan Nomor 003/PUU-
IV/2006 mempertegas unsur melawan 
hukum tindak pidana korupsi adalah 
“melawan hukum” secara formil yaitu 
18  D. Andhi Nurwanto, 2016, Arah 
Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca 
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) 
dalam Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 
2016, Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan Dalam Upaya Pemberantasan 
Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 63. 
dalam pengertian yang bersifat 
onwetmatig. Hal demikian menuntut 
bahwa suatu tindak pidana memiliki 
unsur “melawan hukum” 
(wederrechtelijk), yang harus tertulis 
terlebih dahulu telah berlaku yang 
merumuskan perbuatan apa atau akibat 
apa dari perbuatan manusia secara jelas 
dan ketat yang dilarang sehingga 
karenanya dapat dituntut dan dipidana, 
sesuai dengan prinsip nullum crimen sine 
lege stricta.19 19Dengan demikian jelaslah 
bahwa tindak pidana korupsi dilihat dari 
segi “akibatnya” menimbulkan kerugian 
keuangan negara atau tidak, bukan 
diukur dari perbuatannya apakah tercela 
atau tidak. 
Mengacu pada ketentuan Pasal 20 
dan Pasal 21 Undang-Undang 
Administrasi Pemerintahan dan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-
IV/2006, dan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Beracara Dalam Penilaian 
Unsur Penyalahgunaan Wewenang, 
seharusnya apabila perbuatan badan 
atau pejabat pemerintahan tidak 
19 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi, 
Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 2 Juli 2006 
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 




                                                                                                                    
Surya Keadilan  25 
P-ISSN  : 2599-2252 
Volume : Vol. 1, No. 1, November 2017 
 
 
menimbulkan kerugian keuangan negara 
atau kerugian keuangan negara yang 
ditimbulkan sudah dipulihkan maka 
hapuslah unsur “melawan hukum” 
(wederrechtelijk) dan akibat lebih lanjut 
tindakan tersebut sudah tidak dapat lagi 
dikategorikan sebagai tindak pidana 
korupsi, sehingga Penyidik tidak boleh 
memeriksa dan memproses badan atau 
pejabat pemerintahan yang 
bersangkutan secara pidana. Dengan 
kata lain kewenangan Penyidik dependen 
terhadap hasil pelaksanaan kewenangan 
APIP dalam menilai ada tidaknya 
penyalahgunaan wewenang yang 
menimbulkan kerugian keuangan 
negara, sehingga upaya hukum pidana 
haruslah dipahami sebagai ultimum 
remedium bukan premum remedium. 
 
Walaupun teori otonomi dalam 
hukum pidana (de autonomie van het 
metriele straftrecht) dapat 
menyelesaikan perbedaan persepsi 
mengenai unsur penyalahgunaan 
wewenang (detournement de pouvoir) 
antara hukum pidana dan hukum 
administrasi, namun masih ada 
permasalahan lain yang menyebabkan 
disharmoni antara kewenangan APIP dan 
Penyidik yang pada akhirnya 
menimbulkan kesan seolah-olah Penyidik 
bersikap arogan. Permasalahan tersebut 
adalah masalah pemidanaan yang tetap 
dilakukan walaupun Pelaku sudah 
mengembalikan kerugian keuangan 
negara. Menurut Chaerudin, benturan 
kewenangan antara masing-masing 
instrumen atau sub sistem tersebut 
disebabkan karena adanya otonomi dari 
masing-masing sub sistem maupun 
karena adanya kecenderungan untuk 
memperlihatkan otonomi sebagai aparat 
yang berdiri sendiri.20 
Di satu sisi Pasal 20 ayat (4) 
Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan memberikan dispensasi 
pengembalian kerugian keuangan negara 
paling lama 10 (sepuluh) hari sebagai 
syarat penghapus unsur penyalahgunaan 
wewenang. Namun di sisi lain ketentuan 
Pasal 4 Undang-Undang PTPK 
menyebutkan bahwa pengembalian 
kerugian keuangan negara atau 
perekonomian negara tidak menghapus 
dipidananya Pelaku tindak pidana. 
Dengan demikian ditemukan disharmoni 
norma hukum (antinomie normen) 
antara dua ketentuan yang sederajat 
dalam bidang hukum yang berbeda. 
20 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan 
Syarif Fadillah, 2009, Strategi Pencegahan & 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika 
Aditama, Jakarta, Hlm. 120. 
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Untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut tidak bisa mengacu pada asas 
lex specialis derogat lege generalis, 
karena kedua-duanya sama-sama 
merupakan lex specialis di dalam bidang 
hukum masing-masing yang nota bene 
berbeda. Demikian juga dengan asas lex 
posteriore derogat lege apriore, karena 
walaupun Undang-Undang PTPK lebih 
duluan terbit namun tidak bisa 
dikesampingkan begitu saja oleh 
Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan yang baru terbit, hal ini 
disebabkan faktor lex specialis dalam 
ranah hukum yang berbeda. Selain itu, 
paradigma penegak hukum yang bersifat 
legalistik formalistik menyebabkan asas 
hukum sebagai hukum tidak tertulis 
sering diabaikan. Oleh karena itu, agar 
tercipta harmonisasi hukum antara 
Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan dengan Undang-Undang 
PTPK dan pada akhirnya menciptakan 
sinergitas kewenangan antara APIP dan 
Penyidik, maka ketentuan Pasal 4 
Undang-Undang PTPK harus dinyatakan 
tidak mengikat sepanjang mengenai 
tindak pidana korupsi yang disebabkan 
penyalahgunaan wewenang melalui 
judicial review ke Mahkamah Konstitusi, 
atau melalui legislative review. 
PENUTUP 
Simpulan 
Berdasarkan uraian tersebut di 
atas, korelasi kewenangan APIP dan 
Penyidik dalam penanganan perkara 
korupsi sangat erat. APIP memiliki 
kewenangan menilai tindakan 
penyalahgunaan wewenang 
(detournement de pouvoir), sedangkan 
Penyidik memiliki kewenangan 
melakukan penyidikan terhadap tindak 
pidana korupsi yang disebabkan tindakan 
penyalahgunaan wewenang yang 
menimbulkan kerugian keuangan 
negara. Secara a contrario, Penyidik 
tidak boleh melakukan penyidikan 
terhadap perkara korupsi yang 
berdasarkan hasil audit APIP tidak 
ditemukannya unsur penyalahgunaan 
wewenang. Pada pokoknya, 
pemberlakuan hukum pidana bersifat 
ultimum remedium terhadap hukum 
administrasi. 
Saran 
Sebaiknya segera melakukan 
judicial review atau legislative review 
terhadap Pasal 4 Undang-Undang PTPK 
agar tercipta sinergitas kewenangan 
APIP dan Penyidik dalam penanganan 
tindak pidana korupsi. Sedangkan bagi 
pejabat yang terlanjur dikriminalisasi 
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oleh Penyidik tanpa mengacu pada hasil 
audit APIP dan/atau PTUN, dapat 
melakukan upaya Praperadilan terhadap 
sah tidaknya penetapan tersangka 
berdasarkan hasil audit APIP atau 
Putusan Peratun yang menyatakan tidak 
adanya unsur penyalahgunaan 
wewenang, atau bukti pengembalian 
kerugian keuangan negara berdasarkan 
perintah Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan. Selain itu, Hakim Pidana 
yang memeriksa perkara korupsi 
haruslah benar-benar memperhatikan 
terpenuhi tidaknya unsur 
penyalahgunaan wewenang dengan 
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